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Menimbang : a.

Mengingat : L.

b.

BT,PATI BARIT'O TIUI,R,

bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Paqiang Daerah (RPJP-D)
Kabupaten Barito Timur Tahun 2OA8-2O28
mengamanatkan bahwa RPJP-D Kabupatea Barito
Timur Tahun 2OO8-2O28 merupakan dokumen
perencanaan yang harus dipedomani serta dijabarkan
ke dalam penyusunarl Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hunrf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 2Ol9;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
I"amandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaRepublik IndonesiaRepublik
Indonesia Tahun 2OA'2 Nomor 18, Tambahan kmbaran
Negara Republik IndonesiaRepublik IndonesiaRepublik
Indonesia Nomor a 18t));
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOli Nomor 47, Tambahan I-embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2871;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor !O4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a42\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 terrtang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan
Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);
Undang-Uodang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentrrkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 82 Tambahan Icmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52:34);

Undang*Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lennbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kafi terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubatran Kedua A.tas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2o-14 tentang; Pemerintahan Daerah {kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahrrn 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaral. Negara Republik Indonesia Nomor
567e);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan flrmbaran Negara Tahun
2Ot4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601|;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Peogelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indoaesia
Nomor a593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahut 2OAT tentang
Pembagian Urusan Itemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 83, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a738h
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8fil;
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2AlO tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJM-NI Tahun 2O :"O-2a 14;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintsh (RKPI Tahun 2AL2;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Peagelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2OLL
(Berita Negara Tahun 20fi Nomor 31O);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pelaksanaanr Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata. Cara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4
Tahun 2Al4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2Al4 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16
Tahun 2AO8 Rencana Pembangunan Jangka Paqiang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2OO8-
2A2a $,embaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2OO8 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor L7
Tahun 2OO8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMDI Kabupaten Barito Timur Tahun 2OO8-
2A28 (Lembaran Daerah I(abupaten Barito Timur
Tahun 2OO8 Nomor 17);

MIUUTUSKAIII:

PERATT'RAT BITPATI BARITO TIUI'R TEIVTANG
RTI{CAITA BER.IA PEIBAITGUITAIT DAERA}I
KASI'PATEI| BARITO TIUTIR TAHUIT AIT(X}ARAIT
2019.

14.

15.

L6.

18.

L9.

t7.

20.

2L.

Menetapkan :



BAB I
I( TEITTUAIT I'UUU

ksat I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Ikbupaten Baritrr Timur-
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Barittr Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten

Barito Timur.
7. l*rlrbaga Teknis Daerah adalah l,embaga Teknis

Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari
Badan-badan, Dinasdinas dan Kantor-kantor.

8. Perubahan Rencana Keda Pembangunan Daerah
yang selanjutnya disingkat Pembahan RKPD
adalah Rencana. Kerja Pembangunan Tahunan
Daerah Kabupaten Barito Timur-

BAB N
MAI(SIJD, TUJ{ Aly DAII RIrAIfc LIIycKIrp

ksal 2
{1} RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai

berikut:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki guna pe*ingkatan kesejahtera.an
masyarakat )'ang nyat4 baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia dalam krrun
walrtu 1 {satu} tahun

b. Menyediakan iaforrnasi bagi pemenuhan laporan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

(21 Trrjuan Penlrusunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2Al9
adalah:
a. Sebagai acuan bagr seluruh OPD di Kabupaten

Barito Timur dalam menJrusun program dan
kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan Can Belanja Daerah (APBD)
mampun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {APBN} padaTahun Anggaran 2OL9.



Sebagai dasar bagi OPD untuk memfinatkan
Rancangan Rencana Kerja fRenja] OPD Tahun
Anggaran 2o-79.
Sebagai pedoman dalam penlrusunan Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Ptafon
Anggaran Sementara Tahun 2Ol9 yang akan
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas,
disepakati dan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Pl,aioa Anggaran Sementara antsra
DPRD Kabupaten Barito Timur dengan Bupati
Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan
dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2079;

BAB III
REITCAIYA TER.'A PEUBAfiGT'ITAil DAERAS

Pascl 3
RKPD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RI(P) Tahun 2018.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2OL9, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasaf ini disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PEI.AKSANAAN RKPD

TAHUN TALU DAN CAPAIAN KINERJA
PEI.IYELENGGARAAN PE.MERI NTAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN

BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB IV
PERT'BAHAIT REITCATA XIER-'A

ffiDAERAII

Passl 4
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara
perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran
2019.
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BAB V
XBTE$TT'AIT PTRALIIIAII

Pasel 5
Penyusunan Rencanra Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2AL9 ini dapat
ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan
dan kebutuhan daerah.

BAB VI
KBIETTTIAf, PEilUTT'P

ksaf 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengtrndangan, Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang layang
pada tanggal 2 Strut 2018

BI'PATI BARI:RO TIUIIR.e+
_+__

ATPERA .LY. UEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal L JuLt 2018

SEITRTTARIS DATRAII
KABT'PATEI{ BARI,IIO TtrUR.

a
ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OLA NOMOR I1


